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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6

TAHUN 2017 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT

DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2017 dan Tahun 2018, perlu melakukan

perubahan ketentuan terhadap penentuan calon

pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017

tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan

dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam

Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun

2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum,

Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon

Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan

Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

375);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017

tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGGANTIAN

ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174), diubah

sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 14A

(1) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota

DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

pada DCT DPR, DPRD Provinsi atau DPRD

Kabupaten/Kota di Dapil yang bersangkutan tidak

memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, KPU,

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota melakukan proses PAW Anggota

DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

dengan menetapkan calon berjenis kelamin

perempuan sebagai calon Pengganti Antarwaktu

Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD

Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari satu calon yang

berjenis kelamin perempuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP
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Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan

calon berjenis kelamin perempuan yang memiliki

nomor urut terkecil sebagai calon Pengganti

Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau

DPRD Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan ayat (1) diubah dan Pasal 22 ditambahkan 1

(satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 22 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 22

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen

pendukung Calon Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

(2) Setelah verifikasi dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah

dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian

terhadap:

a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah

Calon Pengganti Antarwaktu menggunakan

formulir:

1. Lampiran I Model E-1 DPR untuk Anggota

DPR;

2. Model E-1 DPD untuk Anggota DPD;

3. Lampiran I Model EA-1 untuk Anggota

DPRD Provinsi; dan

4. Lampiran I Model EB-1 untuk Anggota

DPRD Kabupaten/Kota;

b. DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD

Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir dari Partai

Politik yang sama dan pada Dapil yang sama;

c. DCT Anggota DPD Pemilu Terakhir; dan

d. Dapil yang berbatasan langsung secara

geografis, apabila DCT pada Dapil yang sama
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